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ABSTRAK


Setiap negara didirikan atas falsafah bangsa. Falsafah itu merupakan perwujudan dari keinginan rakyat dan bangsanya. Dalam bidang hukum di Indonesia, Pancasila merupakan sumber hukum materil, karena setiap isi peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengannya dan jika hal itu terjadi, maka peraturan tersebut harus segera di cabut. Pancasila sebagai Azas Hukum Tata Pemerintahan dapat dilihat dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 dan menjadi acuan bagi para aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugasnya untuk berbuat sesuai aturan hukum yang berlaku yang juga dituntut untuk mempertahankan keberlakukan aturan hukum. Begitu pula dengan responsibilitas para aparatur pemerintah dituntut tanggung jawabnya dalam pelaksanaan tugas dalam batas-batas pendelegasian wewenang yang pada gilirannya dapat melahirkan hubungan hukum antara yang memberi dan menerima wewenang. 

Hukum Tata Pemerintahan dalam kajiannya berada pada konteks tugas-tugas pemerintah yang berkaitan dengan akibat-akibat hukum yang ditimbulkannya, termasuk didalamnya aspek hukum dalam kehidupan organisasi pemerintahan seperti organisasi pemerintahan negara dalam hal hubungan hukum lembaga-lembaga negara dan berbagai kompetensi hukum kelembagaan organisasi pemerintahan negara; organisasi pemerintahan daerah dalan kaitan hukum otonomi daerah; dan akibat-akibat hukum dalam organisasi pemerintahan desa dan kelurahan. Juga menyangkut aspek-aspek di dalam menyelesaikan pertentangan kepentingan pemerintah dengan warga yang diayomi atau penyelesaian suatu sengketa akibat dari suatu perbuatan pemerintah.
Kata kunci : tata pemerintahan, hukum, penyelenggaraan urusan.  
PENDAHULUAN
            Gagasan negara hukum menuntut agar penyelenggaraan urusan kenegaraan dan pemerintahan harus didasarkan pada undang-undang dan memberikan jaminan terhadap hak-hak dasar masyarakat. Asas legalitas menjadi dasar legitimasi tindakan pemerintah dan jaminan perlindungan dari hak-hak rakyat. Dalam konteks ini, Sjahran Basah mengatakan bahwa asas legalitas berarti sebuah upaya mewujudkan duet integral secara harmonis antara paham kedaulatan hukum dan paham kedaulatan rakyat berdasarkan prinsip monodualistis selaku pilar-pilar, yang sifat hakikinya konstitutif. 

         
Dalam pandangan Indroharto, penerapan asas legalitas ini akan menunjang berlakunya kepastian hukum dan kesamaan perlakuan. Kesamaan perlakuan terjadi karena setiap orang yang berada dalam situasi seperti yang ditentukan dalam ketentuan undang-udang itu berhak dan berkewajiban untuk berbuat seperti apa yang ditentukan dalam undang-undang tersebut. 

              Sedangkan kepastian hukum akan terjadi karena suatu peraturan dapat membuat semua tindakan yang akan dilakukan pemerintah itu dapat diramalkan atau diperkirakan lebih dahulu, dengan melihat kepada peraturan-peraturan yang berlaku, maka pada asanya dilihat atau diharapkan apa yang akan dilakukan oleh aparat pemerintahan yang bersangkutan. Dengan demikian warga masyarakat dapat menyesuaikan dengan keadaan tersebut. 

           Asas legalitas erat kaitannya dengan hukum yang tertulis. Di satu sisi, dalam hukum tertulis atau undang-undang ini, tidak bisa selalu mengikuti dinamika perkembangan masyarakat, Jika penerapan hukum tertulis atau undang-undang ini mengandung kelemahan, secara otomatis hal ini juga akan berimbas kepada asas legalitas. Padahal jelas dikatakan bahwa asas legalitas keberadaanya memberikan jaminan kedudukan hukum warga negara terhadap pemerintah. Pemerintah hanya dapat melakukan perbuatan hukum jika memiliki legalitas atau didasarkan pada undang-undang yang merupakan perwujudan aspirasi masyarakat. 

          Kajian Hukum Tata Pemerintahan mencakup dua aspek yaitu aspek yang luas dan sempit. Kedua aspek itu melihat Hukum Tata Pemerintahan dari fokus perhatian yakni obyek penelitiannya. Aspek yang Luas: melihat Hukum Tata Pemerintahan sebagai sebagai obyek yang berorientasi pada pengertian Hukum Tata Pemerintahan yang identik dengan lapangan tugas pemerintahan sedangkan obyek yang sempit adalah yang tidak identik. 
 

           Pengertian hukum Tata Pemerintahan terbagi dalam 2 (dua) pengertian yaitu  (1)  Hukum Tata Pemerintahan Heteronom adalah semua aturan hukum yang mengatur tentang organisasi pemerintahan negara. Hukum Tata Pemerintahan yang merupakan bagian dari hukum Tata Negara;  dan (2) Hukum Tata Pemerintahan Otonom adalah aturan-aturan hukum yang dibuat oleh aparat pemerintah yang sifatnya istimewa, baik aturan yang sifatnya sepihak maupun aturan yang bersifat dua pihak. atau hukum yang dibuat oleh aparatur pemerintah atau oleh para administrasi negara. 
 

           Hukum Tata Pemerintahan Heterenom dalam kajiannya berada pada konteks tugas-tugas pemerintah berkaitan dengan akibat-akibat hukum yang ditimbulkannya, termasuk didalamnya aspek hukum dalam kehidupan organisasi pemerintahan seperti organisasi pemerintahan negara dalam hal hubungan hukum lembaga-lembaga negara dan berbagai kompetensi hukum kelembagaan organisasi pemerintahan negara; organisasi pemerintahan daerah dalan kaitan hukum otonomi daerah; dan akibat-akibat hukum dalam organisasi pemerintahan desa dan kelurahan. Juga menyangkut aspek hukum dalam menyelesaikan pertentangan kepentingan pemerintah dengan warga yang diayomi atau penyelesaian suatu sengketa akibat dari suatu perbuatan pemerintah.  Sedangkan Hukum Tata pemerintahan yang Otonom adalah adalah hukum yang dibuat dan atau diciptakan oleh aparatur pemerintah dalan rangka pelaksanaan tugas seperti; Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati/Walikota/Camat/dan oleh Kepala Desa atau Lurah. 

         Didalam mempelajari Hukum Tata Pemerintahan Heteronom akan terkait aspek hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan, sementara penyelenggaraan pemerintahan suatu negara akan ditentukan oleh tipe negara. Pada tipe welfare state (negara kesejahteraan), lapangan pemerintahan semakin luas. Hal ini disebabkan semakin luasnya tuntutan campur tangan pemerintah dalam kehidupan masyarakat. Tugas pemerintah dalam tipe negara demikian ini, oleh Lemaire (1952) disebut sebagai Bestuurzorg. Ini dimaksudkan bahwa dalam penyelenggaraan kesejahteraan umum, kepada aparatur pemerintah memiliki hak istimewa yang disebut Freies Ermessen, yaitu kepada aparatur pemerintah diberikan kebebasan untuk atas inisiatif sendiri melakukan perbuatan-perbuatan guna menyelesaikan persoalan yang mendesak dan peraturan penyelesaiannya belum ada. Dengan hak yang demikian itu maka aparatur pemerintah dapat membuat peraturan yang diperlukan. Dari sini terlihat bahwa dengan hal istimewa menyebabkan fungsi aparatur pemerintah dalam Welfare State ini bukan saja berfungsi sebagai badan eksekutif tetapi juga sudah berfungsi sebagai badan legilatif. Sebagai konsekwensinya di dalam Undang-Undang Dasar 1945 hak ini pun diakui, di dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa kepada Presiden diberikan hak untuk menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang-Undang (Perpu). 

           Didalam Hukum Tata Pemerintahan Heteronom dipelajari pula hal-hal yang menyangkut leability, responsibility dan accountability. Leability menuntut tanggung jawab aparatur pemerintah terhadap hukum. Artinya dalam melaksanakan tugas para aparatur pemerintah dituntut untuk berbuat sesuai aturan hukum yang berlaku, dituntut untuk mempertahankan keberlakukan aturan hukum. Begitu pula dengan responsibility para aparatur pemerintah dituntut tanggung jawabnya dalam pelaksanaan tugas dalam batas-batas pendelegasian wewenangan yang pada gilirannya dapat melahirkan hubungan hukum antara yang memberi dan menerima wewenang. Accontability menunut para aparatur negara bertanggung jawab atas segala kegiatan dan tugas yang diemban. Di dalam kerangka itulah maka konteks hubungan hukum terjelma dalam tuntutan dan realisasi tuntutan. 

          Ketiga hal tersebut ini bukan saja menjadi suatu keharusan dimiliki oleh setiap aparatur pemerintah tetapi justru menjadi dasar dari kekuasaan para aparatur pemerintah di dalam berbuat dan bertindak. Kalau berbicara tentang kekuasaan aparatur pemerintah, maka sumber kekuasaan berasal dari sumber kekuasaan yang tertinggi yang ada pada setiap negara. Kekuasaan demikian itu diartikan sebagai kedaulatan yang ada pada setiap negara. Kekuasaan yang berasal dari kedaulatan adalah disebut kekuasaan publik yaitu suatu kekuasaan yang tidak dapat dilawan oleh siapapun kecuali melalui aturan hukum yang bersifat khusus atau yang bersifat istimewa. Aturan-aturan yang sifatnya istimewa inilah yang menjadi isi dari aturan Hukum Tata Pemerintahan baik itu dalam konteks yang heteronom maupun dalm konteks yang otonom. 
 

           Dalam konteks yang heteronom, isi Hukum Tata Pemerintahan adalah aturan-aturan hukum yang mengatur tentang organisasi pemerintahan negara mulai dari tingkat pemerintah pusat sampai pada tingkat pemerintahan desa dan kelurahan termasuk didalamnya kaitan atas hal-hal tersebut diatas. Sedangkan dalam konteks yang otonom, maka isi Hukum Tata Pemerintahan adalah aturan-aturan hukum yang dibuat oleh aparatur pemerintah baik itu bersifat pengaturan sepihak sebagaimana ketetapan maupun pengaturan dua pihak sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Semua aturan yang dimaksud adalah bersifat istimewa atau yang bersifat khusus. 

PERMASALAHAN HUKUM TATA PEMERINTAHAN DALAM KAITANNYA DENGAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN INDONESIA
Pandangan Para Ahli terhadap Hukum Tata Pemerintahan
Ada tiga sebutan aturan hukum yang terkait dan berfungsi legal dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Ketiga sebutan aturan hukum yang dimaksud adalah Hukum Tata Negara (HTN), Hukum Administrasi Negara (HAN) dan Hukum Tata Pemerintahan. Ada yang mengatakan bahwa HTN dan HAN mempunyai prinsip yang berbeda. Namun ada pula yang mengatakan sama. Menurut Prins ada konsepsi yang sama mengenai kedua aturan hukum yang dimaksud, yaitu: 

· HTN mempelajari hal-hal yang sifatnya fundamental yakni tentang dasar-dasar dari negara dan menyngkut langsung setiap warga negara;

· HAN lebih menitikberatkan pada hal-hal yang teknis saja,yang selama ini kita tidak berkepentingan karena hanya penting bagi para spesialis.
        Golongan yang berpendapat ada perbedaan prinsip adalah  Oppenheim yang menjelaskan bahwa HTN adalah sekumpulan peraturan hukum yang membentuk alat-alat perlengkapan negara dan aturan-aturan yang memberi kewenangan terhadap alat perlengkapan tersebut, artinya HTN mempersoalkan negara dalam keadaan diam, sedangkan HAN mengenai negara dalam keadaan bergerak. Van vollenhoven dalam teorinya yang terkenal yaitu teori residu, mengatakan bahwa kekuasaan pemerintah sangat luas tidak terbatas pada pelaksanaan perundang-undangan saja. Logemann berpendapat bahwa HTN merupakan pelajaran tentang hubungan kompetensi sedangkan HAN  tentang hubungan istimewa. 

          Golongan yang berpendapat tidak ada perbedaan prinsip adalah Kranenburg yang berpendapat bahwa HTN dan HAN itu sama dan yang membedakan hanyalah akibat dari perkembangan sejarah. Kranenburg juga mengemukakan bahwa HTN adalah peraturan-peraturan hukum yang mengandung struktur umum dari pemerintahan suatu negara. Sedangkan HAN adalah merupakan peraturan khusus dari HTN, seperti hukum kepegawaian, UU perburuhan, UU wajib militer dan sebagainya.  

       Hukum Tata Negara pada dasarnya adalah hukum yang mengatur organisasi kekuasaan suatu Negara beserta segala aspek yang berkaitan dengan organisasi Negara tersebut. Sehubungan dengan itu dalam lingkungan Hukum Ketatanegaraan dikenal berbagai istilah yaitu : (1) State Law dimana yang diutamakan adalah Hukum Negara; (2) State Recht ( Belanda ) dimana State Recht dibedakan antara Arti luas Staat Recht in Ruinenzin, Arti sempit Staat Recht in Engeezin. Constitutional Law (Inggris) dimana hukum Tata Negara lebih menitikberatkan pada konstitusi atau hukum konstitusi. Droit Constitutional dan Droit Adminitrative (Perancis), dimana titik tolaknya adalah untuk membedakan antara Hukum Tata Negara dengan Hukum. 

        
Berbicara tentang Hukum Tata Negara atau Hukum Tata Pemerintahan tentu tidak terlepas dari beberapa asas yang melingkupinya. Obyek asas Hukum Tata Negara sebagaimana obyek yang dipelajari dalam Hukum Tata Negara, sebagai tambahan menurut Boedisoesetyo bahwa mempelajari asas Hukum Tata Negara sesuatu Negara tidak luput dari penyelidikan tentang hukum positifnya yaitu UUD karena dari situlah kemudian ditentukan tipe negara dan asas kenegaraan bersangkutan. Setiap negara didirikan atas filsafah bangsa. Filsafah itu merupakan perwujudan dari keinginan rakyat dan bangsanya. Dalam bidang hukum, di Indonesia, Pancasila merupakan sumber hukum materil, karena setiap isi peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengannya dan jika hal itu terjadi, maka peraturan tersebut harus segera di cabut. Pancasila sebagai Azas Hukum Tata Negara dapat dilihat dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945. 
Rochmat soemitro dalam simposium peradilan tata usaha negara  yang diselenggarakan BPHN pada bulan februari 1976 menggunakan istilah “ administrasi” melalui makalahnya tentang” Naskah singkat tentang peradilan administrasi di indonesia”. S.Prayudi atmosudirjo menggunakan istilah administrasi negara dalam simposium yang sama dengan makalah “ masalah organisasi administrasi negara”. Sarono,Sunaryati Hartono,dan Utrech sama-sama menggunakan istilah admistrasi negara. 

Rachmat Soemitro mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan hukum administrasi negara dengan hukum tata pemerintahan itu meliputi segala sesuatu yang meliputi segala sesuatu mengenai pemerintahan, yakni seluruh aktivitas pemerintah yang tidak termasuk peradilan. 

 E. Utrech  menyebutkan bahwa hukum tata negara dan hukum administrasi negara mempunyai objek, yaitu:      Sebagian hukum mengenai hubungan hukum antara perlengkapan negara satu dengan alat perlengkapan negara yang lain;        Sebagian hukum mengenai hubungan hukum antara perlengkapan negara dengan warga negara; dan Hukum administrasi negara merupakan himpunan peraturan-peraturan istimewa.  

 G.Pringgodigdo menggemukakan bahwa kekuasaan eksekutif dan kekuasaan administratif berada dalam satu tangan, yaitu presiden maka hukum administrasi negara yangluas terdiri dari 3 unsur: (1)     Hukum tata pemerintahan,yaitu hukum eksekutif atau hukum tata pelaksanaan undang-undang mengenai aktivitas-aktivitas kekuasaan melaksanakan undang-undang; (2)     Hukum administrasi negara dalam arti sempit,yaitu hukum pengurusan rumah tangga negara; (3)   Hukum tata usaha negara,yaitu hukum mengenai surat-menyurat,rahasia dinas dan jabatan,kearsipan dan dokumentasi.
        Hukum Tata Pemerintahan merupakan cabang ilmu hukum baru yang memisahkan diri berdasarkan obyeknya dari ilmu hukum yang lain pada sekitar abad ke-18. Istilah Hukum Tata Pemerintahan dianut berdasarkan kurikulum UGM, sedangkan Universitas lain memakai istilah yang berbeda, seperti Hukum Tata Usaha Negara (HTUN), dan Hukum Administrasi Negara (HAN). Pasal 108 UUD 1950 dan Pasal 161 KRIS 1949 menganut istilah Hukum Tata Usaha.  

        Istilah Hukum Pemerintahan menunjukkan pengertian bagaimanakah alat-alat perlengkapan administrasi negara (pemerintah) melakukan atau melaksanakan pemerintahan, atau melaksanakan fungsinya. Hukum Tata Pemerintahan adalah keseluruhan aturan hukum yang mengatur bagaimana alat-alat perlengkapan administrasi negara melakukan tugas atau fungsinya. Administrative Law (Inggeris); Administrtief Recht atau Bestuursrecht (Belanda); Verwaltungrecht (Jerman); Droit Administratif (Perancis). Semua istilah tsb sdh mengandung pengertian negara, sehingga tidak perlu lagi menambahkan “public”, “publiek”, atau staat. 

        Wirjono Projodikoro, mantan ketua MA menggunakan istilah Hukum Tata Pemerintahan (HTP) yang mirip dengan istilah dalam UUD 1950 yang secara eksplisit dimuat dalam pasal 108 dan pasal 142. Para pakar sulit memberikan pegertian tentang Hukum Tata Pemerintahan, sebab setiap rumusan yang ditemukan pada bahan bacaan berlainan.Ada yang melihatnya dari sudut pandang formil, materiil dan ada pula dari sisi kegunaan bahkan dalam kaitan dengan cabang ilmu hukum lainnya. Utrecht (1960) merumuskan Hukum Pemerintahan atau Hukum Administrasi Negara adalah menguji  hubungan hukum istimewa yang yang diadakan untuk memungkinkan para pejabat (administrasi negara) melakukan tugas mereka yang khusus. Rumusan Utrecht menampakkan sudut pandang hukum tata pemerintahan, dan mencirikan hukum tata pemeritahan sebagai berikut: (1) Menguji hubungan hukum istimewa; (2) Adanya para pejabat; dan (3) Melakukan tugas khusus.  

        Hubungan hukum tersebut diatas pada dasarnya menjadi kajian dalam setiap cabang ilmu hukum. Seperti dalam lapangan hukum privat, hubungan hukum yang dibicarakan adalah antar orang dengan orang. Hubungan hukum yang demikian menurut Utrecht adalah hukum biasa. Apabila hubungan hukum itu berlangsung antara orang dengan negara yang dalam hal ini kepentingannya diwakili pemerintah, maka hubungan hukum bukan lagi hubungan hukum biasa tetapi hubungan hukum yang berlangsung dalam wilayah hukum publik. Hubungan hukum semacam ini disebut hubungan istimewa. Dikatakan istimewa karena yang terlibat dalam hubungan itu adalah aparat pemerintah yang karena kedudukannya sebagai penyelenggara kesejahteraan umum memiliki wewenang stimewa yang dapat digunakan dalam hubungan dengan orang/rakyat/atau pihak swasta sekalipun.                                                               

         Para ahli memberikan rumusan terhadap pengertian Hukum Tata Pemerintahan antara lain sebagai berikut : 
· W. F Prins-R. Kosim Adisapoetra (1976) : Merumuskan bahwa Hukum Administrasi Negara (yang disebut pula Hukum Tata Pemerintahan) adalah mengenai pelaksanaan tugas pemerintah oleh subyek hukum yang disebutkan dengan tegas siapa-siapanya. Artinya yang menjadi subyek hukum tersebut menjalankan kewajiban yang tidak ada ditangan setiap warga negara.

· Van Vollenhoven : Merumuskan bahwa hukum tata pemerintahan sebagai semua pengaturan hukum setelah dikurangan hukum tata negara meteriil, hukum perdata meteriil maupun hukum pidana materiil. Untuk kemudian dibedakan dalam 4 jenis yaitu : (a)  Berstuurecht (hukum pemerintahan); (b) Justisierecht (hukum peradilan); (c) Politurecht (hukum kepolisian); dan (d) Regalaasrecht (hukum perundang-undangan). Dari rumusan ini disimpulkan bahwa pengertian hukum tata pemerintahan dalam konteks yang luas. Rumusan ini kurang dipakai oleh umum.         

· Dea la Bassecour Caan : Merumuskan hukum administrasi negara (hukum Tata Pemeritahan) sebagai himpunan peraturan-peraturan tertentu yang menjadi sebab maka negara berfungsi (beraksi).  Dari ketiga rumusan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum tata pemerintahan walaupun dalam pengistilahannya berbeda-beda secara materil adalah peraturan-peraturan yang mengatur hubungan hukum antara pemerintah dan warga negara. 

        J. Van Apeldorn (1983)  menyatakan bahwa di Negara Belanda hukum Tata Pemerintahan disebut hukum administrasi negara terbagai atas : (a)  Hukum Administrasi materiil yaitu peraturan yang harus diperhatikan oleh para pendukung kekuasaan pemerintahan yang memegang tugas pemerintahan dalam menjalankan kewajiban pemerintahan; dan (b) Hukum administrasi formil yaitu syarat mengenai cara menjalankan peraturan hukum administrasi yang bersifat materil. 
Hukum Tata Pemerintahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Indonesia  
        Kajian Hukum Tata Pemerintahan mencakup dua aspek yaitu aspek yang luas dan sempit. Kedua aspek itu melihat Hukum Tata Pemerintahan dari fokus perhatian yakni obyek penelitiannya. Aspek yang Luas: melihat Hukum Tata Pemerintahan sebagai sebagai obyek yang berorientasi pada pengertian Hukum Tata Pemerintahan yang identik dengan lapangan tugas pemerintahan sedangkan obyek yang sempit adalah yang tidak identik. Pengertian hukum Tata Pemerintahan terbagi dalam 2 (dua) pengertian yaitu  (1)  Hukum Tata Pemerintahan Heteronom adalah semua aturan hukum yang mengatur tentang organisasi pemerintahan negara. Hukum Tata Pemerintahan yang merupakan bagian dari hukum Tata Negara. (2) Hukum Tata Pemerintahan Otonom adalah aturan-aturan hukum yang dibuat oleh aparat pemerintah yang sifatnya istimewa, baik aturan yang sifatnya sepihak maupun aturan yang bersifat dua pihak. atau hukum yang dibuat oleh aparatur pemerintah atau oleh para administrasi negara. 

        Hukum Tata Pemerintahan Heterenom dalam kajiannya berada pada konteks tugas-tugas pemerintah berkaitan dengan akibat-akibat hukum yang ditimbulkannya, termasuk didalamnya aspk hukum dalam kehidupan organisasi pemerintahan seperti organisasi pemerintahan negara dalam hal hubungan hukum lembaga-lembaga negara dan berbagai kompetensi hukum kelembagaan organisasi pemerintahan negara; organisasi pemerintahan daerah dalan kaitan hukum otonomi daerah; dan akibat-akibat hukum dalam organisasi pemerintahan desa dan kelurahan. Juga menyangkut aspek hukum dalam menyelesaikan pertentangan kepentingan pemerintah dengan warga yang diayomi atau penyelesaian suatu sengketa akibat dari suatu perbuatan pemerintah. Hukum Tata pemerintahan yang Otonom adalah adalah hukum yang dibuat dan atau diciptakan oleh aparatur pemerintah dalan rangka pelaksanaan tugas seperti; Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati/Walikota.  

       Dalam mempelajari Hukum Tata Pemerintahan Heteronom akan terkait aspek hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan, sementara penyelenggaraan pemerintahan suatu negara akan ditentukan oleh tipe negara.  Pada tipe welfare state (negara kesejahteraan), lapangan pemerintahan semakin luas. Hal ini disebabkan semakin luasnya tuntutan campur tangan pemerintah dalam kehidupan masyarakat. Tugas pemerintah dalam tipe negara demikian ini, oleh Lemaire (1952) disebut sebagai Bestuurzorg. Ini dimaksudkan bahwa dalam penyelenggaraan kesejahteraan umum, kepada aparatur pemerintah memiliki hak istimewa yang disebut Freies Ermessen, yaitu kepada aparatur pemerintah diberikan kebebasan untuk atas inisiatif sendiri melakukan perbuatan-perbuatan guna menyelesaikan persoalan yang mendesak dan peraturan penyelesaiannya belum ada. Dengan hak yang demikian itu maka aparatur pemerintah dapat membuat peraturan yang diperlukan. Dari sini terlihat bahwa dengan hal istimewa menyebabkan fungsi aparatur pemerintah dalam Wefare State ini bukan saja berfungsi sebagai badan eksekutif tetapi juga sudah berfungsi sebagai badan legilatif. Sebagai konsekwensinya di dalam Undang-Undang Dasar 1945 hak ini pun diakui, di dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa kepada Presiden diberikan hak untuk menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang-Undang.  

       Fungsi Presiden sebagai kepala eksekutif melakukan perbuatan dibidang legislatif, yang dalam Tata Negara disebut delegasi perundang-undangan, dengan tujuan : mengisi kekosongan dalam undang-undang, mencegah kemacetan dalam bidang pemerintahan, dan para aparatur pemerintah dapat mencari kaidah-kaidah baru dalam lingkungan undang-undang atau sesuai dengan jiwa undang-undang. Didalam Hukum Tata Pemerintahan Heteronom dipelajari pula hal-hal yang menyangkut leability, responsibility dan accountability. Leability menuntut tanggung jawab aparatur pemerintah terhadap hukum. Artinya dalam melaksanakan tugas para aparatur pemerintah dituntut untuk berbuat sesuai aturan hukum yang berlaku, dituntut untuk mempertahankan keberlakukan aturan hukum. Begitu pula dengan responsibility para aparatur pemerintah dituntut tanggung jawabnya dalam pelaksanaan tugas dalam batas-batas pendelegasian wewenangan yang pada gilirannya dapat melahirkan hubungan hukum antara yang memberi dan menerima wewenang. Accontability menunut para aparatur negara bertanggung jawab atas segala kegiatan dan tugas yang diemban. Di dalam kerangka itulah maka konteks hubungan hukum terjelma dalam tuntutan dan realisasi tuntutan. Ketiga hal tersebut ini bukan saja menjadi suatu keharusan dimiliki oleh setiap aparatur pemerintah tetapi justru menjadi dasar dari kekuasaan para aparatur pemerintah di dalam berbuat dan bertindak. Kalau berbicara tentang kekuasaan aparatur pemerintah, maka sumber kekuasaan berasal dari sumber kekuasaan yang tertinggi yang ada pada setiap negara. Kekuasaan demikian itu diartikan sebagai kedaulatan yang ada pada setiap negara. Kekuasaan yang berasal dari kedaulatan adalah disebut kekuasaan publik yaitu suatu kekuasaan yang tidak dapat dilawan oleh siapapun kecuali melalui aturan hukum yang bersifat khusus atau yang bersifat istimewa. Aturan-aturan yang sifatnya istimewa inilah yang menjadi isi dari aturan Hukum Tata Pemerintahan baik itu dalam konteks yang heteronom maupun dalm konteks yang otonom. 
PENUTUP
   Dalam konteks yang heteronom, isi Hukum Tata Pemerintahan adalah aturan-aturan hukum yang mengatur tentang organisasi pemerintahan negara mulai dari tingkat pemerintah pusat sampai pada tingkat pemerintahan desa dan kelurahan termasuk didalamnya kaitan atas hal-hal tersebut diatas. Sedangkan dalam konteks yang otonom, maka isi Hukum Tata Pemerintahan adalah aturan-aturan hukum yang dibuat oleh aparatur pemerintah baik itu bersifat pengaturan sepihak sebagaimana ketetapan maupun pengaturan dua pihak sebagaiaman telah dijelaskan sebelumnya. Semua aturan yang dimaksud adalah bersifat istimewa atau yang bersifat khusus. 
Meskipun Francis menganut sistem pemerintahan perlementer; namun konstitusi Francis juga  mengangkat Presiden Republik.  Presiden Republik menunjuk anggota kabinet dan memberhentikan mereka. (Artikel 8). Presiden Republik memimpin Dewan Menteri. (Artikel 9) Dewan menteri inilah yang disebut pemerintah. Pemerintah melakukan kebijakan nasional; Memiliki administrasi; bertanggung jawab kepada Presiden dalam kondisi dan prosedur yang ditetapkan dalam Pasal 49 dan 50. (Artikel 20) Presiden mengarahkan Pemerintah. (Artikel 21) Presiden dapat melimpahkan wewenang tertentu kepada menteri. Dengan kebijakan negara yang menyatakan bahwa anggota Kantor Pemerintahan diakui sebagai kompatibel (rukun, cocok, harmonis) dengan pelaksanaan tugas-tugas parlemen, dari posisi apapun kerja nasional perwakilan di tingkat, publik pun pekerjaan atau kegiatan profesional (Artikel 23), maka secara konstitusional  pelaksanaan fungsi lembaga eksekutif (pemerintah) dan fungsi lembaga legislatif (perlemen) diarahkan dan diharuskan untuk kompatibel (rukun, cocok, harmonis). Karena itu, selain lembaga eksekutif (Pemerintah) Francis menjadi kuat dalam melaksanakan kebijakan nasional; kedudukan Presiden Republik yang mengangkat dan mengarahkan Pemerintah juga tidak dapat dimakzulkan (impeacment) oleh parlemen. Kebijakan ”compatibility” itulah yang menjadi perekat keserasian hubungan fungsional antar lembaga negara di Francis. 
Berdasarkan UUD 45, Indonesia menganut sistem Presidential. Presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Umum.  Presiden sebagai Kepala Negara dan sekaligus Kepala Pemerintahan berwenang mengangkat dan memberhentikan menteri kabinet serta pejabat negara lainnya. Dengan kedudukan sebagai Kepala Negara dan sekaligus sebagai Kepala Pemerintahan sebenarnya kedudukan Presiden secara institusional sangat kuat di hadapan DPR. 

Jika penerapan sistem Presidential di Indonesia dipandang lemah dan bahkan menimbulkan legislative happy, pandangan itu bukan berarti kelemahan tersebut berada pada kelembagaan Presiden sebagai Kepala Negara dan sekaligus sebagai Kepala Pemerintahan. Kelemahan tersebut bisa jadi karena figure yang menjadi Presiden tidak menunjukkan wibawa dan kemampuannnya. Legislative happy juga bisa disebabkan oleh strategi politik hukum yang dilakukan para politis dalam proses penyusunan undang-undang dengan pihak esekutif. Dari penerapan strategi politik hukum itulah para politisi membangun position bargaining kelembagaan legislative yang lebih kuat dari bargaining position kelebagaan executive.
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